BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR \$4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 134 TAHUN
2021 TENTANG KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa fungsi Pit Kepala Desa diantaranya melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134
Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa  berdasarakan pertimbangan sebagaimana

1.

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134 Tahun 2021

tentang Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
. Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang




Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan
Perunda.ng-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

;;;‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S);

+ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan

—




10.

1l

12.

13.

14.

15.

16.

| 78

atas Peraturan
2015 tentang p
Desa (Berita N
Nomor 1222);

Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
engangkatan dan Pemberhentian Kepala
€gara Republik Indonesia Tahun 2017

?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Dzntang l?engangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

sa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atag Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1):

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun
2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);




Menetapkan :

18. Peraturan Bupati

tentang Tata Cara
Daerah Kabupaten p

Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
urwakarta Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

EERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
RATURAN BUPAT] PURWAKARTA NOMOR 134 TAHUN

2021 TENTANG KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
KEPALA DESA

Pasal I

Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 2 dalam Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kewenangan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 134) diubah, sehingga Pasal
2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pelaksana Tugas (P1t) Kepala Desa berkedudukan sebagai
Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa bertugas
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan
melaksanakan administrasi keuangan desa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa memiliki
fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, melakukan upaya perlindungan
masyarakat, administrasi = kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah;

b. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan;

c. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi
dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna;

d. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

yaitu :




- Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) yang bersumber
dari Dana Desa;

- Pengeluaran Anggaran untuk Kegiatan Pemilihan
Kepala Desa yang bersumber dari Dana Desa dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
bersumber dari Dana Desa;

. Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk Non Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
bersumber dari Dana Desa;

. Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa;

. Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk Penghasilan Tetap yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa;

7. Pengeluaran Anggaran yang bersumber dari Bantuan
Provinsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

p J‘- BUPATI PURWAKARTA,)~

RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

—
IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR




